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ABSTRAK

Salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan terselenggaranya pemilihan
umum, untuk menunjang tercapainya cita-cita dan tujuan demokrasi yang hakiki,
diperlukan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 4 (empat) kali di era-
reformasi. Indonesig adalah negara hukum yang artinya setiap tindakan aparatur
negara haruslah berdasarkan atas hukum agar mencerminkan kehidupan berbangsa
vang adil (asas legalitas). Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
selalu mengalami perubahan disetiap periodenya (Uu No.3 Tahun 1999, Uu No. 4
Tahun 2002, Undang-Undang No.22 Tahun 2007, Undang-Undang No. 15 Tahun
2011). Sebagai salah satu negara hukum, sudah seharusnya setiap penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai
landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Lalu timbullah pertanyaan
mengapa dan apa yang melatar belakangi undang-udang pemilihan umum selalu
mengalami perubahan di setiap periodenya, seakan undang-undang pemilihan umum

tidak mampu bersivat visioner.

Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilihan Umum

‘Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai mana dimuat dalam pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." Negara
hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, hal
ini dikemukakan oleh Didi Nazmi.” Dengan kata lain setiap tindakan dari aparatur
negara haruslah berdasarkan pada hukum, agar mencerminkan keadilan dalam
kehidupan bernegara. Sebagai salah satu negara hukum sudah sepatutnya Indonesia
selalu berbenah dalam segi hukum, demi terjaminnya hak-hak bagi setiap warga
negara Indonesia.” Beberapa ahli memberikan pandangannya tentang hukum antara

lain sebagai berikut:

1. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah kesuluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

? Didi Nazmi Yunas , Konsepsi Negara Hukum, Padang, Angkasa Raya, 1992, him. 20.

3 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Terdiri
Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan,Undng-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

* Todung Mulya Lubis, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10.



2. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-
aturan (rules) tentang prilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak hanya
menunjuk pada satu aturan tunggal saja tetapi pada seperangkat aturan-aturan
yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.
Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami jika hanya memperhatikan
satu aturan saja.’

3. Menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, bahwa hukum adalah
himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-
larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus

ditaati oleh masyarakat.’

Sudargo Gautama setidaknya mengemukakan tiga ciri yang harus ada dalam

suatu negara hukum:’

1. Adanya batasan antara negara dengan warga negara. Artinya negara tidak
dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara, dalam artian harus
ada aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara itu

sendiri.

’ Hanks Kelsen, General Theory Of Law And State, Translated By: Andreas Wedberg, New York,
Russell&Russell, 1961, hlm. 3.

® E. Utrecht Dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan,
1983, him. 55.

7 Didi Nazmi Yunas , Op. Cit., hlm. 23.



2. Asas legalitas. Setiap tindakan dari pemerintah haruslah berdasarkan pada
peraturan yang sudah ada terlebih dahulu agar mencerminkan keadilan dalam
bernegara.

3. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi benar-benar terlindungi adalah dengan
pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-
undangan, melaksanakan dan mengadili undang-undang harus terpisah satu

sama lain tidak berada dalam satu lembaga.

Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas
negara hukum, karena demokrasi dan negara hukum ibaratkan dua sisi mata uang
yang tidak dapat pisahkan keberadaanya. Demokrasi tanpa negara hukum akan
kehilangan bentuk dan sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan kehilangan
maknanya.® demokrasi secara etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos
sinonim dari populous yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan.
Secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat “democracy is government of the people, by the people, and
for the people”.’ Menurut pandangan beberapa ahli demokrasi dapat diartikan sebagai

berikut:

1. Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-

keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung

¥ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke 2, Yogyakarta, Uii Press, 2003, hlm. 35.
’ Hal Ini Di Kemukakan Oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Yang Ke-16
“Democracy Is Government of The People, By The People, and For The People”



berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh
rakyat yang telah dewasa.'”

2. Dahlan Thalib, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang
kekuasaannya berasal dari mereka yang diperintah atau suatu pola
pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam mengambil suatu

keputusan oleh mereka yang diberi wewenang.''

Salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi adalah dengan
terselenggaranya pemilihan umum (general election). Pemilu merupakan upaya untuk
melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat, dilakukan agar pemerintahan yang
terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan
untuk membentuk dan melanjutkan konsep bernegara.'’ Sementara itu undang-
undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum mengartikan
pemilu sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945."° Sementara dalam pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun

2011 sendiri di sebutkan asas dalam pemilihan umum yakni meliputi mandiri, jujur,

' Nakamura dan Samallowood, The Polities Of Policy Implementation, New York, St. Martin’s Press,
1980, hlm. 67.

' Dahlan Thalib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, Yogyakarta, UPP AMP YKPN,
1994, him. 98.

"2 Ria Casmi Arsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Jurnal Konstitusi Vol 11
No 3, September, 2014, him. 527.

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
Pasal 1 Ayat 1.



adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.'* Pemilu merupakan sarana

melaksanakan kedaulatan rakyat melalui demokrasi secara langsung. 13

Indonesia terhitung semenjak tahun 1955 hingga tahun 2014 telah 11 kali
melaksanakan pemilihan umum.'® Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama
bahwa disetiap periodenya undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemilu di
Indonesia selalu mengalami perubahan, undang-undang pemilu di Indonesia
dipandang tidak mampu bersifat visioner dan hal ini menjadi pertanyaan medasar
bagi penulis untuk mengangkat permasalahan “mengapa dan apa yang mendasari

terjadinya perubahan undang-undang pemilihan umum disetiap periodenya”.

' Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

' Berdasarkan cara menyampaikan pendapat terdapat, demokrasi dibagi menjadi demokrasi langsung,

demokrasi tidak langsung.

1. Demokrasi langsung
Dalam demokrasi langsung, rakyat diikut sertakan secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk menjalankan kebijakn pemerintah.
Praktik demokrasi langsung ini dijalankan oleh yunani kuno yang di praktekkan pada abad ke
IV sebelum masehi sampai abad ke VI masehi. Demokrasi ini berarti bahwa hak rakyat untuk
membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
2. Demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan

Demokrasi ini di jalankan oleh rakyat dengan cara menunjuk wakil-wakil rakyat melalui
pemilu. Para wakil itu bertujuan untuk membuat keputusan politik berdasarkan aspirasi
politik dari rakyat yang diwakilinya. Munculnya konsep demokrasi ini berawal dari tidak
relevannya lagi penerapan demokrasi secara langsung. Halini dikarenakan semakin
banyaknya jumlah rakyat dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam
Bernegara, Sehingga Rakyat Tidak Bias Mengambil Kebijan Secara Langsung.

'® indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk pertamakalinya pada tahun 1955, yang bertujuan

untuk memilih anggota Dewan Konstituante dan Kemudian dilkuti Pemilihan Pada Tahun 1971, 1977,

1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan Pemilu Tahun 2014.



B. PEMBATASAN MASALAH
Pembatasan masalah bertujuan agar tidak terjadinya ketidak jelasan dalam
pembahasan kajian pokok permasalahan.'” Maka penulis akan membatasi masalah
yang akan di teliti, antara lain:
1. Demokrasi
2. Negara hukum
3. Pemilihan umum
4. Komisi pemilihan umum
5. Partai politik

6. Legislatif dan Eksekutif

C. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa yang mendasari terjadinya perubahan undang-undang pemilu disetiap
periodenya?

2. Perubahan dalam hal apa saja yang terjadi sejak pemilu 1999 (awal reformasi)

hingga pemilu 2014?

D. TUJUAN PENELITIAN
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi I Cetakan Ke 8, Jakarta,
Rajawali Pers, 2014, hlm. 38.



1. Untuk memberikan gambaran umum penyebab terjadinya perubahan peraturan
perundang-undangan disetiap periode pemilihan umum di Indonesia.

2. Untuk memperjelas perjalanan sejarah pemilihan umum di Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN
Dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat memberilkan
manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
a. Menambah khasanah ilmu hukum dibidang penyelenggaraan pemilihan
umum di Indonesia.
b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait
dengan pemilihan umum yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat praktis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan
dan informasi demi terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan umum
yang lebih demokratis.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan

masukan dan melengkapi refrensi yang belum ada.



F. KERANGKA TEORI
Kerangka teori digunakan sebagai alat untuk membedah, menganalisis
permasalahan penelitian dengan menggunakan teori dan konsep sesuai dengan bidang

(disiplin) ilmu yang dianalisis.'®

1. Teori negara hukum

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis, terhitung
sejak tahun 1955 Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan
pemilihan umum, berdasarkan asas negara hukum bahwa setiap tindakan
aparatur negara haruslah berlandaskan pada hukum agar mencerminkan
keadilan dalam kehidupan bernegara. Negara hukum dan demokrasi
bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena demokrasi
tanpa negara hukum bukanlah demokrasi dalam bentuk yang
sesungguhnya dan akan kehilangan bentuk dan arah, sementara negara
hukum yang tidak demokratis akan kehilangan makna." Istilah negara
hukum (rechtsstaat) berkaitan dengan paham rule of law, juga berkaitan
dengan paham nomokrasi yang berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos
berarti norma, dan cratos yang berarti kekuasaan, yang artinya kekuasaan

oleh norma atau kedaulatan hukum. Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan

'8 Modul Perancangan Undang-Undang, Sekretariat Jendral DPR RI, 2008, hlm. 13.
' Sarja, Op. Cit., hlm. 31.



tertinggi dalam suatu negara menurut paham nomokrasi, kekuasaan
tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum.*’

Adapun prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:

a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah)
harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan
peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan
dari tindakan yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan
yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus
dikembalikan dasarnya oleh undang-undang tertulis, yakni undang-undang
formal.

b. Perlindungan hak asasi manusi (HAM).

c. Keterikatan pemerintah pada hukum.

d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakakn hukum.

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal lembaga pemerintah
melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

2. Teori demokrasi

Indonesia merupakan negara demokrasi, salah satu perwujudan dari
demokrasi tersebut adalah diselenggarakannya pemilihan umum.
Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat

Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam

2 Anwar, Teori Dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 46.
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Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun
sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.*!

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan
singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak
zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang
merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber
dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:**

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa
perantara.

2. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah
menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di
pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

3. Bebas, artinya rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya

pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

2! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Tentang Pemilihan Umum.
** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
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Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui
oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau

kepada siapa suaranya diberikan.

. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana,

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau
pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan

pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2

yaitu:

1.

2.

Mandiri

Jujur

Adil

Kepastian hukum
Tertib

Kepentingan umum

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum
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7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi

12. Efektifitas

G. METODE PENELITIAN

Suatu laporan penelitian akan ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya
apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat, penelitian dimulai ketika
seorang berusaha memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan
metode dan tehnik tertentu yang bersifat ilmiah.** Metode penelitian yang digunakan
dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan
materi penulisan skripsi.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitain yuridis

normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press, 1986, him. 12.



mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain

yang berhubungan dengan penelitian ini.*
2. Data penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian
ini.”® Diantaranya (UUD 1945, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23
tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, undang-undang

Nomor 2 tahun 2011 dan undang-undang terkait lainnya).

. Bahan hukum sekunder

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan

penelitian ini.?’

. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal

dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.?®

% Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan Ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.

30.

?® Zainudin Ali, Op. Cit., hlm. 23.

7 Ibid.

* Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 him. 114.
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3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan
perundang-undangan dan sumber hukum positif dan sistem hukum yang
dianggap relevan degan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.”
Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan
(library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-
dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik
yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan
tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan
mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterprestasikan hal-hal yang
berkaitan dengan objek penelitian.
4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah bahan hukum
didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran
mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif
adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topik

permasalahan yang dibahas.>

¥ Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 109.
3 Moh. Nazir, Metode Penelitain, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 45.
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5. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian penulisan skripsi ini
memakai metode induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan
mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian menarik kesimpulan

yang berupa suatu gagasan atau kesimpulan umum.’’

3! Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 102.
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H. SISTEMATIKA PENULISAN

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penegasan istilah, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian

dan sistematika penulisan skripsi.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan dijelaskan secara eksplisit mengenai negara hukum dan demokrasi,

serta kaitannya dengan sistem pemilihan umum di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas temuan-temuan dalam sistem pelaksanaan pemilihan
umum di Indonesia di era-reformasi (terhitung dari tahun 1999 hingga tahun 2014)
mengenai apa saja yang berubah dan hal apa yang mendasari perubahan undang-

undang pemilihan umum disetiap periodenya.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan juga akan memuat saran

dari penulis sendiri.
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